
 

 

Lagi, MK Akan Dengar Keterangan Tiga Pihak Terkait dalam Uji UU Pemilu 

 

Jakarta, 14 Februari 2023– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang dengan agenda Mendengarkan 

Keterangan Pihak Terkait yang terdiri dari DPP Partai Garuda, Hermawi Taslim, dan Wibi Andrino 

akan digelar pada Kamis (16/2), pukul 10.00 WIB. Permohonan perkara nomor 114/PUU-XIX/2022 

dimohonkan oleh Para Pemohon yang terdiri dari Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, 

Fahrurozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto. Nano Marijono.  

 

Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 

386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat 

(3) UU Pemilu. Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai 

organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam hal penentuan caleg 

terpilih oleh KPU tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh 

partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg 

terpilih berdasarkan pasal a quo telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya 

kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan 

bukan partai politik. 

 

Para Pemohon beragumentasi seluruh pasal yg diuji harus dibatalkan karena mengembalikan 

perintah konstitusi bahwa peserta Pemilu calon anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. 

Kedua, menegaskan caleg adalah utusan partai politik dimana partailah yang menyeleksi dan 

menempatkan ke dalam nomor urut dan partailah yang menentukan siapa yang layak terpilih 

sehingga dapat meningkatkan loyalitas Caleg pada institusi partai politik yang selanjutnya dapat 

menguatkan sistem kepartaian. Ketiga, meningkatkan gairah dan semangat untuk menjadi 

pengurus partai politik. 

 



Anggota Komisi III Supriansa menyatakan pada sidang Kamis (26/1) lalu bahwa sistem 

proporsional terbuka dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memiliki derajat 

keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara 

langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. 

 

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum 

Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar mengatakan, argumentasi para 

pemohon tersebut kurang tepat, karena dalam sistem proporsional tertutup maupun terbuka tetap 

partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. 

 

Ade Setiawan Putra selaku kuasa hukum M. Fathurrahman dalam keterangannya menyampaikan 

bahwa sistem proporsional terbuka rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota 

legislatif yang dipilih. Maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih 

yaitu calon yang  memperoleh suara dukungan rakyat paling banyak. Sementara Pihak Terkait, 

Sharlota yang diwakili oleh La Ode Risman mengatakan sistem proporsional terbuka yang telah 

diberlakukan tiga kali telah terbukti dengan baik dan demokrasi dan tidak ada huru-hara. Terakhir, 

Pihak Terkait lainnya, Asnawi, dkk., yang diwakili oleh Yudi Rijali Muslim menilai sistem 

proporsional tertutup akan berpotensi menutup kompetisi antar sesama kader partai. Sistem 

proporsional tertutup berpeluang menghidupkan oligarki dalam tubuh partai politik. (TIR) 
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